
 
 
 
 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR  4  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARIF 
LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NUNUKAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Nunukan, maka tarif pelayanan 

kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Nunukan sesuai dengan Prinsip BLUD 

cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga 

memberikan kemudahan dalam pengelolaannya; 

b. bahwa untuk kelancaran operasional pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Nunukan, maka proses penyesuaian tarif 

harus dilakukan dengan cepat, dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan Kesehatan; 

c. bahwa tarif pelayanan kesehatan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang   Penetapan Tarif 

Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi 

dengan kondisi saat ini dan tuntutan peraturan 

perundang-undangan; 

 

 

 

 

 

SALINAN 



d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan 

yang diberikan pada Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan           

huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan tentang Pencabutan  Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2011 

tentang   Penetapan Tarif Layanan Kesehatan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan; 

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur dan Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5963); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5072); 

 

 

 



8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
dan 

BUPATI NUNUKAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
NUNUKAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG 

PENETAPAN TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH  KABUPATEN NUNUKAN. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Tarif  Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 

Nomor  10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                        

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

Ditetapkan di Nunukan 

pada tanggal 2 November 2016 
 

BUPATI NUNUKAN, 

              ttd 

  ASMIN LAURA HAFID 

Diundangkan di Nunukan 

pada tanggal 2 November 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

ttd 
 

            TOMMY HARUN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 6  
 

 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN         

UTARA: 2/2016 

 


